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debitur diberikan penyelesaian berupa penjadwalan kembali (Rescheduling). 

Terhadap debiturnya yang wanprestasi karena pendapatan debitur menurun 

sehingga usahanya bangkrut, debitur PT BPR Nusamba Banguntapan 

diberikan penyelesaian berupa pemberian perpanjangan masa kredit. Terhadap 

debiturnya yang wanprestasi karena tidak mau mengangsur walaupun mampu 

mengangsur tanpa alasan, debitur PT BPR Nusamba Banguntapan dan debitur 

PT BPR Profidana Paramitra diberikan penyelesaian berupa penjualan barang 

jaminan milik debitur secara dibawah tangan. Terhadap debiturnya yang 

wanprestasi karena debitur tidak mau mengangsur karena kreditnya 

dipergunakan untuk keperluan orang lain, PT BPR Mataram Kasih 

memberikan penyelesaian kepada debiturnya berupa Penataan Kembali 

(Restructuring). 

B. Saran 

1. Pengawasan oleh pihak BPR perlu ditingkatkan kepada debitur dalam debitur 

menggunakan dana yang telah dicairkan, hal ini bertujuan untuk menghindari 

penyalahgunaan dana yang telah diajukan oleh debitur serta untuk memantau 

apakah dana yang telah diajukan oleh debitur sesuai dengan perjanjian kredit 

yang diajukan oleh debitur atau tidak.  

2. Semua obyek jaminan fidusia pada perjanjian kredit dalam jumlah nominal 

berapapun hendaknya didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, agar debitur 

dan kreditur merasa lebih percaya, terjamin dan merasa lebih aman dalam 

menjaminkan benda bergerak miliknya dan pihak kreditur lebih aman dan 

terjamin menerima benda jaminan milik debitur. 
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